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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN  KABUPATEN KEPULAUAN 

SANGIHE 

NOMOR: 13 Tahun 2026  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 1 TAHUN 2026 

TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN SANGIHE 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional, yang menyatakan pimpinan Instansi wajib 

membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum dilingkungannya; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan JDIH, 

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota perlu 

membentuk tim pembina dan tim teknis JDIH. 

Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim 

pembina serta tim teknis sebagaimana dimaksud 

ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU, KPU 
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Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai 

wilayah kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Sangihe. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan dengan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati 

dan Walikota menjadi Undang- undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

134); 

3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang 

Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 692); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota (Berita Negera Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1911) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

784); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
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Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana 

telah beberapa Kali di Rubah Terakhir dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubaha atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 

Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina 

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota. 

12. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Nomor 5 

Tahun 2025 tentang Rencana Strategis 2024 – 

2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 1188); 

13. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2026 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat 

Maenejerial dan pejabat Fungsional di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 13 TAHUN 
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2026 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 1 

TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN 

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

KESATU :  Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 Tentang 

Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe 

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Perubahan sebagainamana dimaksud dalam diktum KESATU 

meliputi: 

a. Jabatan Plt. Sekretaris Jelly Kantu sebagai pembina di ganti 

dengan Definitif Sekretaris Fikri Tjikoa. 

b. Jelly Kantu menjadi Pemipin Redaksi. 

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Tahuna  

pada tanggal 13 Januari 2026 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

 

ttd 

 

ABSAN R. TAHEDUNG 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe  

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 

 

 

STANLEY B. LEGRANTS 



 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 13 Tahun 2026  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPUALAUN SANGIHE NOMOR 1 

TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM 

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN SANGIHE 

 

 

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

 

NO NAMA JABATAN 

TIM PEMBINA 

1. Absan R. Tahendung Pembina 

2. Rahmat Gaib Pembina 

3. Ihsan F. Panawar Pembina 

4. Japri Lintuhaseng Pembina 

5. Dellas Marasut Pembina 

6. Fikri Tjikoa Pembina 

TIM TEKNIS 

7. Stanly B. Legrants Ketua Tim Teknis 

8. Merry Malendes Wakil Ketua Tim Teknis 

9. Aden Ladi  Pemimpin Redaksi 

10 Nelda Kalangit Wakil Pemimpin Redaksi 

11. Jonathan A. Mamuaya Admin JDIH 



 

 

12. Jelly Kantu Pemimpin Redaksi 

13. Rahmat  H. Muhadjir Staf Redaksi 

14. Eido Y. Pontororing Staf Redaksi 

15. Falko J. Sangian Staf Redaksi 

16. Veren E. J. Paat Staf Redaksi 

17. Merson Pandensolang Staf Redaksi 

18. Mercy S. Tonengan Staf Redaksi 

19. Bryan F. Malo Staf Redaksi 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

 

ttd 

 

ABSAN R. TAHEDUNG 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe  

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 

 

 

STANLEY B. LEGRANTS 


